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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the effect of the audit opinion and the 

financial performance on the rate of corruption. Population used in this study 

is provincial government in Indonesia from 2012 to 2015. The sample was 

chosen using purposive sampling method and 30 samples of provincial 

government were obtained. This study examines the effect of the audit opinion, 

the local financial independence rate, the rate of regional expenditure activity 

and the rate of regional income growth on the corruption rate per civil servant 

and the corruption rate per capita. The result of this study indicates that the 

audit opinion and the rate of regional expenditure activity have no significant 

effect on the corruption rate per civil servant, while the rate of regional 

financial independence and the rate of regional income growth have a 

significant effect on the corruption rate per civil servant. Furthermore, the 

audit opinion and the rate of regional financial independence have a 

significant effect on the rate of corruption per capita, while the rate of regional 

expenditure activity and the rate of regional income growth have no significant 

effect on the rate of corruption per capita. Simultaneously, the audit opinion 

and the financial performance have a significant effect on the rate of corruption 

per civil servant and the rate of corruption per capita. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh opini audit dan 

kinerja keuangan terhadap tingkat korupsi. Populasi yang digunakan untuk 

penelitian ini adalah pemerintahan daerah provinsi di Indonesia tahun 2012-

2015. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dan 

diperoleh 30 sampel pemerintahan provinsi. Penelitian ini menguji opini audit, 

tingkat kemandirian keuangan daerah, tingkat aktivitas belanja daerah dan 

tingkat pertumbuhan pendapatan daerah terhadap tingkat korupsiper PNS dan 

tingkat korupsi per kapita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit dan 

tingkat aktivitas belanja daerah tidak berpengaruh signifikan untuk tingkat 

korupsi per PNS, sedangkan tingkat kemandirian keuangan daerah dan tingkat 

pertumbuhan pendapatan daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

korupsi per PNS. Selanjutnya opini audit dan tingkat kemandirian keuangan 

daerah berpengaruh signifikan untuk tingkat korupsi per kapita sedangkan 

tingkat aktivitas belanja daerah dan tingkat pertumbuhan pendapatan daerah 

tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi per kapita. Secara 

bersamaan, opini audit dan kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat korupsi per PNS dan tingkat korupsi per kapita. 
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